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Amankan Kebutuhan Lahan

Harga lahan vang terus meningkat adalah permasalahan yang dialami pemerintah, termasuk
dalam menyediakan perumahan rakyat. Masalah ini mesti diantisipasi agar tak terjadi di Kaltim.

JAKARTA, KOMPAS — Penguasaan
lahan oleh pemerintah di lokasi
ibu kota baru, Kalimantan Ti-

rena kami bermitra dengan pe-
milik lahan lokal,” ujarnya.
Berdasarkan laporan keuang-

© Rancangan RPJMN 2020-2024: Perumahan dan Permukiman

Arah kebijaka
mur, merupakan I:mgkah yang == i an per Juni 2019, Ciputra De-
tepat. Dengan cara itu, } O M akses secara bertahap terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau dalam rangka velopment bekerja sama de-
kinan spekulasi lahan dapat di- judkan kota tanpa kumuh. ngan pengembang lam untuk
minimalisasi. menggarap hunian di Balikpa-
Selama ini, salah satu ke- O pan dan Samarinda.

Artadinata mengatakan, pe-

1. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan mindahan ibu kota negara y

©  sekunder perumahan.

8. Pemanfaatan tanah milik nmrvsl.lml yang

yang layak dan terjanﬂmu bag 9. Standar dan k diikuti dcngan kcpmdahnn ASN
rakyat adalah harga tanah yang © 2. Reformasi subsidi perumahan. 10. p den " merup g bagi indus-
terus meningkat. o) 3. Perl fasilitas p p 11. Peni tri properti. Plhnknya tak akan

Di sisi lain, ketiadaan spe- 4K STy " > terburu-buru  membidik pe-
kulan lahan akan membuat |©O dlitio Wasaported — - 12. Peningkatan kolaborasi ngembangan proyek  baru,

swasta lebih tertarik berperan dan kemitraan.
dalam proses pemindahan ibu
kota RI dari Jakarta.
"Pemerintah harus menga-
mankan semua kebutuhan la-
han, baik untuk pemerintah,
publik, maupun tujuan komer-
sial. Nantinya pengembang
akan membeli dari negara,” ka-

tetapi menunggu rencana induk
ibu kota negara sebelum me-
mutuskan untuk menggarap
proyek baru. Saat ini, pro-
yek-proyek properti di Sama-
rinda dan Balikpapan yang ma-
sih berjalan akan diselesaikan
lebih dulu. "Kami masih me-
nunggu aturannya. Pemindah-

5. Inclusive urban renewal dan konsolidasi tanah.

6. Sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan
© tataruang terpadu dengan layanan infrastruktur
o dasar permukiman.

7. Pembentukan dan peningkatan peran badan
(s} perumahan publik.
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ta Ketua Umum Persatuan Per-
usahaan Real Estat lndonesm

an ibu kota membutuhkan per-
siapan pembangunan jangka

1) Soel S Melalui but, la- induk pengembangan kawasan. perumahan dari aparatur sipil panjang,” katanya.

di Jakarta, Selasa (27/8/2019). han dan infrastruktur dasar di- Direktur Pemasaran Paramo- negara (ASN), tetapi juga ke- Ketua Dewan Pembina Aso-

Kepastian hukum terkait la- sediakan pemerintah, sedang- unt Land, Alvin Andmnicus, di butuhan rumah bagi karyawan siasi  Pel Indonesia
han dan pengembangannya, ka-  kan pengembangannya dilaku-  Jakarta, Selasa, yatak perusahaan swasta yang meng- (Apmdo) Sofjan Wanandi ber-
ta Soelaeman, membuat pe- kan swasta. dah melirik lahan di Kalhm. garap proyek di k itu. indahan ibu kota
ngembang lebih terjamin. Pe- Pihaknya akan menggarap pro- Direktur PT Ciputra Deve- tidak terlalu berdampak terha-
ngembang dapat masuk ke ber- Rencana induk yek hunian dan km'nemal lopment Tbk Artadinata Djang- dap pengusaha.  Alasannya,
bagai scktor antnra lain pe- Kepastian pemerintah me- "Pemerintah kar ku telah menggarap pengusaha tidak perlu pmdah

mindahkan ibu kota negara ke  dulu rencana induk kawasan proyek properti di Samarinda Sofjan ging:

puumahan bcrperan mcngcm Pcmuam Paser Utara dan Kut:u sehingga swasta bisa mulai ma-  dan Balikpapan sejak 2008, Se-  kan agar rencana pcmmdnhnn
bangkan lahan yang disedi: dorong suk ke kawasan itu,” ujarnya. mua proyek digarap melalui ibu kota dan prosesnya tidak

pt.menmnh melalui konsep ka
wasan siap bangun dan ling-

ng«.mbang mellnk lahan di kn
wasan itu. Namun, pengem-

Menurut Alvin, pemindahan

kerja sama dengan pemilik la-
han lokal. "Kami masih me-

membuat pemerintah kehilang-
an fokus memperhatikan per-

ibu kota negara tidak _h.'my'.\

kungan siap bangun. bang masih 1ggu T g per miliki bank tanah, terutama ka-  ekonomian. (NAD/LKT/FER)

Penguasaan lahan oleh pemerintah di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur,
merupakan langkah yang tepat. Dengan cara itu, kemungkinan spekulasi lahan dapat
diminimalisasi. Kemudian Pemerintah harus mengamankan semua kebutuhan lahan,
baik untuk pemerintah, publik, maupun tujuan komersial dan Kepastian pemerintah
memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara
mendorong pengembang melirik lahan di kawasan itu.
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